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SEJARAH telah mencatat, sepanjang
2020 kondisi ekonomi dunia porak-
poranda sebagai imbas dari pandemi

korona (Covid-19). Hal itu karena pandemi tidak
hanya mengancam kesehatan manusia, tetapi juga
mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh dunia.

OVID-19 di Indone-
sia yang berlangsung
sejak awal Maret
2020  berdampak
pada perubahan tatanan kehi-
dupan sosial. Dampak tersebut

| berlanjut dengan menurunnya
. kinerja ekonomi di hampir se-

mua sektor yang bersentuhan
langsung dengan masyarakat.
Turunnya kinerja tersebut ter-
jadi sejak memasuki 2020 yang
tecermin dari laju pertumbuhan
ekonomi kuartal T 2020 yang ha-

' nya mencapai 2,97%. Angka itu

kembali menurun signifikan pa-
da kuartal IT yang minus 5,32%
hingga berujung resesi pada ku-
artal ITT dengan minus 3,49%.
Pada saat ekonomi tumbuh
lambat atau terjadi resesi se-
perti sekarang, APBN menjadi
katup pengaman bagi penyela-

matan perekonomian nasional. .
- produk domestik bruto (PDB)

Kehadiran pemerintah melalui
kebijakan fiskal yang instrumen
utamanya berupa APBN adalah
satu perangkat kebijakan eko-
nomi makro untuk mencapai
berbagai sasaran pembangunan
yang mencakup fungsi alokasi
anggaran untuk tujuan pemba-
ngunan. Selain itu juga meling-
kupi fungsi distribusi pendapat-
an dan subsidi untuk mening-
katkan kesejahteraan rakyat
serta fungsi stabilisasi ekonomi
makro dalam upava peninekat-

an pertumbuhan ekonomi.
Kerja Keras APBN 2020
Berjalan di tengah besarnya
tekanan ekonomi akibat Co-

vid-19, APBN Indonesia telah .

berupaya keras menyelamatkan
ekonomi Indonesia agar tak ki-
an larut dalam resesi yang ber-

‘kepanjangan. APBN 2020 telah

bekerja keras dalam menyela-
matkan kesehatan dan ekonomi
masyarakat dari serangan Covid.
Penurunan penerimaan negara
diiringi dengan kenaikan belanja
menjadi keniscayaan yang ada
pada APBN tahun 2020.

Banyaknya sektor ekonomi |
yang terdampak Covid-19 me-
nyebabkan pemerintah melaku- -

kan perubahan target penerima-
an maupun belanja dalam APBN
2020. Data menunjukkan bahwa
hingga Desember 2020, defisit
APBN setara minus 6,09% dari

Indonesia dengan realisasi se-

besar 92% dari target tahun ini -

Rpl.039,2 triliun.

Jika dibandingkan dengan
bulan yang sama pada tahun se-
belumnya, defisit tahun 2020 ja-
uh lebih besar di mana pada De-
sember 2019 defisit APBN hanya
sebesar Rp348,7 triliun atau se-
tara dengan 2,2% dari PDB.

Belanja negara menjadi mo-

‘tor penggerak utama dalam per-

tumbuhan ekonomi di tengah
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| Covid-19. Pada sisi belanja, data
menunjukkan bahwa total rea-
lisasi belanja negara sementara
| pada 2020 sebesar Rp2.589,9
| triliun. Capaian ini 94,6% dari
target Rp2.739,2 triliun berdasar-
kan Peraturan Presiden (Perpres)
72/2020. Terkait hal itu belanja
pemerintah pusat pada 2020
mengalami'  kenaikan  hingga

| 22,1% bila dibandingkan dengan
| realisasi 2019. Artinya pemerin-

tah pusat tahun 2020 telah ber-

belanja hingga Rpl.827,4 triliun

| yang terdiri atas belanja kemen-

terian/lembaga Rpl.055 triliun

dan non-kementerian/lembaga

Rp772,3 triliun.

Covid-19 ~ telah  banyak
memberikan warna baru dalam
pola belanja negara. Belanja dan
insentif dirancang responsif dan
ditargetkan untuk mendukung
kebutuhan kesehatan dan pe-
mulihan ekonomi masyarakat
melalui program Pemulihan

! Ekonomi Nasional (PEN), ter-
' masuk di dalamnya memberi-

kan subsidi bagi UMKM, dunia

usaha, dan pemerintah daerah

(pemda) yang menghadapi tan-

' tangan dinamis dan luar biasa

akibat Covid.
Pada 2020, transfer ke da-

i erah dan dana desa (TKDD)

sebesar Rp762,5 triliun. Jumlah

| tersebut terbagi atas transfer ke

daerah Rp691,4 triliun dan dana
desa Rp71,1 triliun. Berdasarkan
realisasi tersebut, refocusing

. dan realokasi belanja pemerin-

tah pusat sebesar Rpl45,7 tri-
liun dan TKDD Rp94,2 triliun
menjadi salah satu pendukung
untuk penanganan Covid-19
dan program PEN.

Pada proses realisasi belan-
ja, pemerintah juga telah ber-
upaya melakukan monitoring
dan evaluasi seluruh kegiatan
belanja agar dalam proses reali-
sasinya dapat dipertanggungja-
wabkan, transparan, dan efisien.
Implementasi belanja pemerin-

tah di masa pandemi menghen- .

daki eksekusi belanja harus dila-
kukan cepat, tepat sasaran, tepat
guna, dan akuntabel. Seluruh
belanja penanganan Covid-19
mulai dipantau pemerintah se-
jak Mei 2020. Hal itu dilakukan
karena pemerintah menaruh
harapan besar pada berbagai
paket kebijakan yang telah di-
keluarkan untuk dapat berhasil
diterima masyarakat dan dunia
usaha yang memang membu-
tuhkan bantuan tersebut.
Langkah APBN 2021
Fungsi stabilisasi - APBN
untuk perekonomian Indone-
sia nyata terlaksana di tengah
ketidakpastian ekonomi akibat
Covid-19. Pada kondisi tak biasa
ini APBN menjalani fungsinya
dengan kebijakan countercycli-
cal yang memberikan stimulus
fiskal terhadap pertumbuhan
ekonomi. Hingga kini pemerin-
tah senantiasa memantau dan
mewaspadai  perkembangan
kondisi global dan domestik

yang sangat dinamis di tengah
ketidakpastian Covid-19. Peme-
rintah juga terus berkomitmen |
menjaga APBN 2021 yang se-
hat, kuat, dan mandiri sebagai
instrumen dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.
Pandemi belum juga usai.
Arah kebijakan APBN 2021 ju-
ga tak jauh berbeda dari tahun
sebelumnya. APBN 2021 masih
menjadi instrumen utama da-
lam penanganan Covid-19. Ek-
sekutif dan legislatif telah me-
netapkan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN)
2021. Dari penetapan tersebut,
penerimaan ditargetkan sebesar
Rpl.743,6 triliun, belanja
Rp2.750 triliun, dan defi-
sit Rpl.006,3 triliun atau 5,7%.
Pada APBN 2021 pemerintah
menganggarkan dana sebesar
Rpl69,7 triliun untuk sektor ke-
sehatan, sedangkan sektor pen-
didikan mendapatkan alokasi
belanja Rp550 triliun dan infra-
struktur Rp417,4 triliun. Upaya
perlindungan sosial masyarakat
juga mendapat porsi yang cu-
kup besar, yakni senilai Rp408,
8 triliun. Alokasi belanja ini
tumbuh 0,4% bila dibandingkan
dengan APBN 2020. Meskipun
APBN telah ditetapkan oleh un-
dang-undang, perubahan di da-
lam APBN masih dapat terjadi
mengingat tantangan Indonesia
dalam menghadapi Covid-19
masih sangat dinamis. Sumber:
Sindonews.com
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